
                                
     

 

   
 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 95 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG  

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  

KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diatur 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang; 

  b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi serta tata kerja sebagaimana tercantum dalam 
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu diubah dan disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 

   3. Undang-Undang…. 

    

 

SALINAN 
 

BUPATI BOGOR 
PROVINSI JAWA BARAT 
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  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, 
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980          
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3186); 

  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4725); 

  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6405); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006          

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4624); 

   13. Peraturan.... 
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  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020         
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018            
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6264); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang 
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan 
Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604)  

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018                    
Nomor 1539); 

   21. Peraturan…. 



 

  

-4- 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12                 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2020 Nomor 2); 

  23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG.  

   

  Pasal I 
 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 
Nomor 59), diubah sebagai berikut: 

 

  1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 

 

   Pasal 1 
 

   Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

   1. Daerah adalah Kabupaten Bogor. 

   2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor. 

   3. Bupati adalah Bupati Bogor. 

   4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bogor. 

   5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Bogor. 

     

    6. Kepala.... 
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   6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Bogor. 

   7. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, 
adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. 

   8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok 
jabatan yang  berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 

pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu. 

 

  2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga 

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 
 

   Pasal 5 
 

   (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: 

    a. Kepala Dinas; 

    b. Sekretariat, membawahkan: 

     1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 

     2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

     3. Sub Bagian Keuangan. 

    c. Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air, membawahkan: 

     1. Seksi Perencanaan, Evaluasi Irigasi dan Sumber 

Daya Air; 

     2. Seksi Pelaksanaan Irigasi dan Sumber Daya Air; 
dan 

     3. Seksi Operasi, Pemeliharaan Irigasi dan Sumber 
Daya Air. 

    d. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan: 

     1. Seksi Bina Jasa Konstruksi;  

     2. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi; dan  

     3. Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana dan 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

    e. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, 

membawahkan: 

     1. Seksi Bina Teknik Jalan dan Jembatan; 

     2. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Wilayah I; dan 

     3. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan 

Jembatan Wilayah II. 

    f. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, 
membawahkan: 

     1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Jalan dan 
Jembatan; 

      2. Seksi.... 
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     2. Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan Wilayah I; dan 

     3. Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan Wilayah II. 

    g. Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahkan: 

     1. Seksi Air Minum; 

     2. Seksi Drainase; dan 

     3. Seksi Air Limbah. 

    h. Bidang Penataan Ruang, membawahkan: 

     1. Seksi Perencanaan Ruang; 

     2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan 

     3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

    i. UPT; dan 

    j. Kelompok Jabatan Fungsional. 

   (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang 
Kepala UPT. 

   (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

  3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

   Pasal 15 
 

   (1) Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelaksanaan 
kebijakan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

  (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

    a. penyusunan program kerja Bidang Jasa Konstruksi; 

    b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian 

kebijakan teknis jasa konstruksi dan pengelolaan 
sarana pekerjaan umum; 

    c. pendataan proyek di Daerah yang berpotensi 
dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah 
dengan Badan Usaha (KPBU); 

    d. pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga 
terampil konstruksi dan badan usaha jasa 

konstruksi; 

    e. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi; 

     f. pembinaan.... 
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    f. pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-
undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan 
teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi; 

    g. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan 
usaha jasa konstruksi; 

    h. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan 
tertib pemanfaatan jasa konstruksi; 

    i. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan 

nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam 
negeri; 

    j. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; 

    k. pemberian rekomendasi dan/atau pertimbangan 

teknis Izin Usaha Jasa Konstruksi; 

    l. pembinaan Izin Usaha Jasa Konstruksi; 

    m pengumpulan, verifikasi dan analisis data berkaitan 
dengan jasa konstruksi; 

    n. pelaksanaan pengawasan jasa konstruksi; 

    o. pengelolaan sarana pekerjaan umum; 

    p. pemberian rekomendasi teknis untuk pemanfaatan 

sempadan irigasi; 

    q. pelaksanaan verifikasi pemberian rekomendasi, 
dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan 
ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang 

pengawasan jalan; 

    r. pelaksanaan pendataan, pemanfaatan, pengendalian 
dan pengawasan ruang milik jalan; 

    s. pendataan sempadan jaringan irigasi dan sumber 

daya air; 

    t. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi 
geospasial dan statistik; 

    u. pengembangan kerjasama konstruksi; 

    v. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 

laporan Bidang Jasa Konstruksi; dan 

    w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan 
sesuai bidang tugasnya. 

 

  4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

   Pasal 16 
 

   (1) Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas  

membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam 
menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, 
bimbingan teknis, penyuluhan, penyebarluasan 

peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan 
pembinaan di bidang jasa konstruksi dan 
menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi. 

    (2) Untuk…. 



 

  

-8- 

   (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai 
fungsi sebagai berikut: 

    a. penyusunan program kerja Seksi Bina Jasa 

Konstruksi; 

    b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan 
pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan jasa 

konstruksi; 

    c. pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga 

terampil konstruksi; 

    d. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi; 

    e. penyusunan data dan informasi proyek bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat 
dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah 
dengan Badan Usaha, potensi risiko investasi 

infrastruktur, tenaga kerja dan badan usaha, 
ketersediaan/penggunaan material dan peralatan, 

profil pekerjaan konstruksi, tertib penyelenggaraan 
pekerjaan konstruksi, kecelakaan kerja proyek 
konstruksi, kegagalan bangunan/konstruksi; 

    f. pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-
undangan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, 

dan penyuluhan jasa konstruksi; 

    g. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan 
dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam 

negeri; 

    h. pengumpulan, verifikasi dan analisis data berkaitan 
dengan jasa konstruksi; 

    i. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan pada Seksi Bina Jasa Konstruksi; dan 

    j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan 
sesuai bidang tugasnya. 

 

  5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

   Pasal 17 
 

   (1) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam 
memantau, mengawasi dan mengevaluasi terpenuhinya 

tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. 

   (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

    a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Jasa 

Konstruksi; 

     b. penyiapan…. 
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    b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan 

pengoordinasian kebijakan teknis pengawasan jasa 
konstruksi; 

    c. penyiapan standar harga satuan jasa konstruksi; 

    d. melakukan kegiatan pendataan proyek di Daerah 
yang berpotensi dilakukan dengan skema  Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan Usaha; 

    e. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan 
tertib pemanfaatan jasa konstruksi; 

    f. pelaksanaan pembinaan badan usaha jasa 
konstruksi; 

    g. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan 

usaha jasa konstruksi; 

    h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; 

    i. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; 
dan 

    j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan 
sesuai bidang tugasnya. 

 

  6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

   Pasal 18 
 

   (1) Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana dan 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam 
menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan 

kebijakan sarana prasarana dan penyelenggaraan jasa 
konstruksi. 

   (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana dan 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

    a. penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Sarana 
Prasarana dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 

    b. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan 
penggordinasian kebijakan pengelolaan sarana 

prasarana dan penyelenggaraan jasa konstruksi; 

    c. penyiapan bahan rekomendasi teknis untuk 
pemanfaatan sempadan irigasi; 

    d. pelaksanaan verifikasi pemberian rekomendasi, 
dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan 

ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang 
pengawasan jalan; 

      

     e. pelaksanaan…. 

      



 

  

 

    Ditetapkan di Cibinong 

    Pada tanggal 7 Desember 2020 
 

    BUPATI BOGOR, 
     
    ttd 

     
    ADE YASIN 

 

Diundangkan di Cibinong  

Pada tanggal 7 Desember 2020  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,  
  

ttd  

  
BURHANUDIN  

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  

TAHUN 2020 NOMOR 96  
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    e. pelaksanaan pendataan, pemanfaatan, pengendalian 

dan pengawasan ruang milik jalan; 

    f. pendataan sempadan jaringan irigasi dan sumber 
daya air; 

    g. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi 
geospasial dan statistik; 

    h. pemberian rekomendasi dan/atau pertimbangan 

teknis Izin Usaha Jasa Konstruksi; 

    i. pembinaan Izin Usaha Jasa Konstruksi; 

    j. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana 
dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan 

    k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan 
sesuai bidang tugasnya. 

 

  Pasal II 
 

  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

   

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Bogor. 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 

HERISON 



 

KELOMPOK 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

KEPALA DINAS 
 

 

SEKRETARIAT 

SUB BAG 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 
SUB BAG 

KEUANGAN 

SUB BAG  

PROGRAM DAN 
PELAPORAN 

BIDANG IRIGASI 

DAN 

SUMBER DAYA AIR 

SEKSI 
PERENCANAAN, 

EVALUASI IRIGASI DAN 
SUMBER DAYA AIR 

SEKSI PELAKSANAAN 

IRIGASI DAN SUMBER 
DAYA AIR 

 
SEKSI OPERASI, 

PEMELIHARAAN  
IRIGASI DAN SUMBER 

DAYA AIR 

 

SEKSI 
 PERENCANAAN, EVALUASI 

JALAN DAN JEMBATAN 

 
SEKSI PELAKSANAAN 

PEMELIHARAAN JALAN DAN 

JEMBATAN WILAYAH I 

 
SEKSI PELAKSANAAN 

PEMELIHARAAN JALAN DAN 

JEMBATAN WILAYAH II 

 

BIDANG 

PEMBANGUNAN 

JALAN DAN 

JEMBATAN 

SEKSI   
BINA TEKNIK JALAN DAN 

JEMBATAN 
 

SEKSI  

PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN JALAN DAN 

JEMBATAN WILAYAH I 

 SEKSI 

 PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN JALAN DAN 

JEMBATAN WILAYAH II 

 

 

BIDANG 

PENYEHATAN 

LINGKUNGAN 

SEKSI 

 AIR MINUM 

SEKSI 
DRAINASE 

 
SEKSI 

AIR LIMBAH 

 

 

 
BIDANG 

PENATAAN RUANG 

SEKSI 
PERENCANAAN RUANG 

 

SEKSI 
PEMANFAATAN RUANG 

 
SEKSI 

PENGENDALIAN 
PEMANFAATAN RUANG 

 

 
UPT 

Keterangan : 
  : Garis Instruktif 
  : Garis Koordinatif 

BUPATI BOGOR, 

 
ttd 

 
ADE YASIN 

BIDANG 

PEMELIHARAAN JALAN 

DAN JEMBATAN 

 

 

BIDANG JASA 

KONSTRUKSI 

SEKSI BINA  
JASA KONSTRUKSI 

SEKSI PENGAWASAN 
 JASA KONSTRUKSI 
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